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Abstrak - Latar belakang pembentukan holding company pada indsutri pertahanan di Indonesia
dikarenakan terdapat 3 faktor permasalahan, adapun faktor permasalahan tersebut meliputi faktor
ekonomi, teknologi dan hukum. Jika dari ketiga faktor tidak cepat diselesaikan maka takutnya akan
memberikan pengaruh terhadap kesiapan operasional TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, hal ini
dikarenakan operasional dukungan TNI tidak lepas dari alutsista maupun alpahankam yang
diproduksi oleh industri pertahanan di Indonesia . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisa seberapa besar dukungan dari pembentukan holding company terhadap industri
pertahanan di Indonesia dengan melalui kemanfaatan yang diberikan. Sehinggga dengan adanya
pembentukan holding company industri pertahanan diharapkan dapat memberikan suatu solusi
bagi permasalahan di setiap industri pertahanan yang tergabung dalam Defend Id. Adapun
penelitian ini menggunakan Metodo kualitatif dengan pendekatan ground theory secara induktif
(dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dilapangan,
wawancara langsung, library research, dokumentasi dan analisa penelitian terdahulu yang relevan,
kemudian dianalisa menggunakan teori pembentukan holding company. Dari penelitian dilapangan
ditemukan hasil bahwa pembentukan holding company dapat memperkuat ketahanan ekonomi,
dapat mendorong investasi yang lebih besar, dapat melakukan joint production antar industri
pertahanan, dapat melakukan pengadaan teknologi yang canggih dalam melakukan suatu
pemenuhan alutsista maupun alpahankam dan dapat mendorong reformasi atau mobilitas para
birokrasi terkait dalam mengatasi masalah tindakan inkonstitusional para pengelola industri
pertahanan khususnya permasalahan korupsi.

Kata Kunci : Holding Company, Industri, Operasional, Pembentukan, Pertahanan, Tentara Nasional
Indonesia

Abstract — The background to the formation of a holding company in the defense industry in Indonesia
is because there are 3 problem factors, while the problem factors include economic, technological and
legal factors. If the three factors are not resolved quickly, the fear will have an influence on the
operational readiness of the TNI in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia , this is
because the operational support of the TNI cannot be separated from the defense equipment and
defense equipment produced by the defense industry in Indonesia . The purpose of this study is to
analyze how much support the formation of a holding company has for the defense industry in
Indonesia through its benefits. So that with the formation of a defense industry holding company, it
is hoped that it can provide a solution to the problems in every defense industry that is incorporated
in Defend Id. This research uses qualitative methods with an inductive ground theory approach (from
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specific to general). In addition, the data from this study were obtained from the results of field
observations, direct interviews, library research, documentation and analysis of relevant previous
research, then analyzed using the theory of holding company, it is found that the formation of holding
companies can strengthen economic resilience, can encourage greater investment, can carry out joint
production between defense industries, can procure sophisticated technology in fulfilling defense
equipment and defense equipment and can encourage reform or permutation of bureaucracy. related
to overcoming the problem of unconstitutional actions of defense industry managers, especially the
problem of corruption.

Keywords: Defense, formation, holding company, industry, operations, indonesia military army

Pendahuluan

Salah satu implementasi dari sistem
pertahanan di  Indonesia yaitu
pemerintah membentuk sebuah renstra
pertahanan. Pada tahun sekarang
Indonesia memasuki RPJMN (Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional) tahap ke empat dengan tujuan
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan makmur dengan
melalui percepatan pembangunan di
segala bidang struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif. Salah satu penetapan RPJMN
adalah adanya kebijakan  Minimum
essential force atau MEF. Tujuan dari MEF
yaitu untuk mencapai kekuatan pokok
minimum pertahanan yang ideal baik di
level nasional maupun internasional yang
dilakukan melalui 4 tahap yaitu relokasi,
revitalisasi, rematerialisasi dan
pengadaan yang masuk kedalam master

plan industri pertahanan di Indonesia

(Buku Putih Pertahanan, 2018).

Pada era presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dilakukan usaha penyesuaian
master plan BUMN dengan
dikeluarkannya master plan revitalisasi
BUMN tahun 2005 - 2009, inti dari master
plan tersebut adalah untuk menciptakan
BUMN Indonesia di masa depan agar
lebih kompetitif, dapat menembus batas
sebagai  perusahaan  multinasional,
memiliki core competence dan dapat
masuk ke dalam perusahaan terkemuka
di dunia dengan cara restrukturisasi
BUMN untuk stand alone, marger,
konsolidasi, holding, divestasi serta
likuidasi dengan tujuan kemandirian
industri pertahanan (Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2012).

Bertolak belakang dengan tujuan dari
industri pertahanan yang tertuang dalam
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012,
Indonesia saat ini justru menghadapi
berbagai peristiwa dalam mewujudkan

kemandirian industri pertahanan yang

disebabkan oleh kondisi sosial politik
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yang tidak mendukung, adanya ketidak
transparansinya program menimbulkan
kritikan, selain itu program privatisasi
tidak memiliki prosedur yang jelas serta
tidak dijalankan oleh lembaga yang
memiliki komitmen dan kapabilitas yang
memadai sehingga sangat sulit untuk
menjalankan kebijakan privatisasi pada
BUMN. Mengingat penyebab dari
probematika tersebut adalah adanya
beberapa permasalahan yang bisa
teknologi  yang  canggih, sumber
pembiayaan dalam mengembangan
pembuatan produk alutsista, dan
kurangnya penelitian terkait dengan
kandungan bahan baku munisi dalam
negeri oleh pemerintah melalui LITBANG.
Adapun faktor permasalahan ekonomi
menjadi faktor yang dominan dari kedua
faktor diatas (hukum dan teknologi)
karena yang menjadi faktor utama dalam
mewujudkan kemandirian industri
pertahanan pada dasarnya adalah
ekonomi. Faktor ini memberikan
dampak dan pengaruh pada setiap
problematika yang ada, seperti contoh
faktor teknologi yang didasari oleh
ekonomi

berimbas pada tidak

terselesainya  kegiatan = pengadaan
alutsista TOT Indonesia dengan korea
dalam pembuatan pesawat. Persoalan

dalam pengadaan alutsista industri

pertahanan (PT DI) disebabkan oleh
kurangnya pendanaan dalam melakukan
penelitian maupun pengadaan
alutsistadianalisa dari segi hukum,
teknologi dan ekonomi.

Pada masalah hukum dalam industri
pertahanan di Indonesia, terdapat banyak
sekali tindakan inskonstitusional yang
dilakukan oleh para pelaku atau subyek
dari industri perahanan di Indonesia.
sedangkan pada Faktor teknologi
permasalahannya terletak pada
pewujudan kemandirian dan daya saing
pada industri pertahanan yang belum
maksimal, yang dikarenakan terkendala
oleh ketersediaan bahan baku. Dari
adanya faktor hukum, teknologi dan
ekonomi yang terjadi pada industri
pertahanan maka ditemukan suatu
analisa bahwa perlunya suatu
pengintegrasian industri  pertahanan
dalam negeri baik BUMN maupun BUMS
untuk  melakukan kerjasama pada
pemenuhan kebutuhan alutsista TNI
dengan cara membentuk suatu holding
company industri pertahanan sebagai
pelaksana dari tujuan sistem pertahanan
negara dalam membentuk industri
pertahanan yang mandiri dan berdaya
saing  guna

mendukung  kegiatan

operasional TNI di Indonesia.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model
kualitatif ~ (Raco, 2010) dengan
menggunakan pendekatan penelitian
ground theory. Ground theory adalah
penemuan yang menekankan hasil
penemuan secara teori daripada
observasi empirik di lapangan dengan
desain penelitian induktif (dari khusus ke
umum). Kaitan antara ground theory
dengan penelitian ini yaitu ground theory
sebagai bahan analisa untuk memberikan
input terhadap tujuan penelitian dalam
menganalisa setiap persoalan pada
industri pertahanan. Sedangkan teknik
pengumpulan data menggunakan
triangulasi data yaitu dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi,
dengan pemeriksaan keabsahan data
menggunakan kredibilitas penelitian,
transferabilitas penelitian, dependabilitas
penelitian dan konfirmabilitas penelitian.
Adapun langkah - langkah teknik analisa

data menggunakan teori menurut Miles

\->\<r—\
/
Q

Pengumpulan
data

\_

Gambuar 1 : Teknik Analisa Data
Sumber : Miles dan Huberman (2014)

Hasil dan Pembahasan

Holding company industri
pertahanan adalah induk usaha atau
pengelompokan usaha di bidang industri
pertahanan baik industri alat utama (tier
1), industri komponen utama (tier 2),
industri komponen (tier 3) dan industri
bahan baku (tier 4). Menurut Munir Fuady
yang dimaksud dengan perusahaan
holding adalah  perusahaan yang
bertujuan untuk memiliki saham dalam
satu maupun beberapa industri sehingga
mempunyai kewajiban dalam
mengaturnya. Sedangkan menurut blacks
law dictionary yang dimaksud dengan
industri holding adalah industri yang
memiliki kegiatan utama melakukan
investasi pada anak perusahaan dan
melakukan pengawasan pada kegiatan
manajemen anak perusahaan (Ahmad
Yani dan Gunawan Widjaja, 1999).
Bringham dan Houston dalam bukunya
berpendapat bahwa holding company
merupakan sebuah korporasi dalam hal
kepemilikan saham dengan jumlah yang
cukup besar sehingga membawah
pengaruh dalam mengendalikan anak
perusahaan (Bringham dan Houston,
2001). Selain itu holding company bisa
diartikan sebagai pengggabungan satu

atau lebih perusahaan ke dalam satu

kesatuan dengan tujuan meningkatkan
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nilai ekonomis dalam perusahaannya.
Holding company bisa juga dikatakan
sebagai penggabungan perusahaan
utama yang menaungi perusahaan lain
(anak perusahaan holding atau subsidiary
company). Bringham dan Houston dalam
bukunya berpendapat bahwa holding
company merupakan sebuah korporasi
dalam hal kepemilikan saham dengan
jumlah yang cukup besar sehingga
membawah pengaruh dalam
mengendalikan anak perusahaan
(Bringham dan Houston, 2001). Dengan
demikian konsep holding company
adalah mekanisme pembentukan
kelompok usaha industri yang sahamnya
dipegang oleh perusahaan induk untuk
memimpin beberapa perusahaan dalam
satu group yang tidak harus bergerak
pada satu bidang bisnis yang sama
dengan maksud mempercepat tujuan
bersama.
Holding company industri
pertahanan merupakan ujung tombak
dalam mengubah struktur organisasi
kepemilikan suatu perusahaan yang
mempunyai kesamaan tujuan dalam
memperbesar peran produksi dan
keuntungannya pada bidang ekonomi.
Dengan adanya holding company industri
pertahanan maka dapat menjadi sebuah

solusi baru dalam mempersatukan

industri pertahanan untuk menjadi lebih
besar dan bertambah kuat dari segi
finansial dan SDM akan menjadi lebih
mampu melakukan promosi prototipe
yang beragam dari buah hasil karya
inovasinya. terbentuknya holding
company akan memberikan dampak
restrkturisasi ~ sistem  industri  bagi
perusahaan yang berholding.

Menurut Undang — Undang No 19
tahun 2003 pada pasal 71 ayat 1 dan ayat 2
menyatakan bahwa adanya
restrukturisasi dilakukan dengan maksud
untuk menyehatkan BUMN agar dapat
beroperasi secara transparan, profesional
dan efisien (Munir Fuady, 1999). Pada
kesempatan yang sama Dr Yayat Ruyat
memberikan suatu steatment terkait
dengan alasan lahirnya holding company
pada bidang industri pertahanan,
pembahasan tersebut membahas terkait
dengan dampak persaingan dagang baik
dari faktor ekonomi dan pembentukan
saham, konsumen dan teknologi, antara
lain :

a.  Pada Faktor Persaingan Ekonomi

Dr Yayat mengatakan industri
pertahanan di Indonesia  merupakan
industri pertahanan yang produknya
tidak bisa diserap oleh semua kalangan

dan memiliki keterbatasan produksi,

sehingga dalam hal ekonomi, Industri
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pertahanan di Indonesia harus memiliki
daya kualitas tinggi dalam memproduksi
sebuah alutsista maupun alpahankam.
Dengan adanya persaingan yang ketat
dalam sebuah industri, Industri
pertahanan di Indonesia dituntut harus
lebih baik lagi dalam menciptakan sebuah
karya inovasi dan kreatifitas.
b.  Faktor Konsumen

Industri pertahanan di Indonesia
mempunyai jumlah konsumen yang
sedikit jika dibandingkan dengan industri
umum lainnya, hal ini dikarenakan hasil
produksi dari industri pertahanan berupa
alpahankam  dan  alutsista  yang
notabennya tidak semua user bisa
membeli dan memakainya, sehingga
dengan adanya produksi yang terbatas
maka industri pertahanan di Indonesia
dapat memperoleh keuntungan setelah
kurang lebih 5 — 7 tahun produksi. Fakta
tersebut merupakan salah satu hal yang
mendasari bahwa holding company
industri pertahanan sangat diinginkan
untuk segera dilaksanakan dalam
mempercepat perolehan profit produksi
industri  khususnya industri BUMN
pertahanan.

Tujuan dibentuknya suatu holding
company adalah untuk meningkatkan

efisiensi kinerja karena masing — masing

perushaan asal lebih fokus pada kegiatan

operasionalnya, sedangkan untuk
pemasaran, pendanaan dan kebijakan
strategis lainnya ditarik ke perusahaan
induk, terciptanya sinergi antara
perusahaan asal, seperti penciptaan
industri hilir yang baru, meningkatkan
skala ekonomis perusahaan dengan daya
saing yang lebih baik, memperbaiki
struktur permodalan dan membuka
peluang pendanaan untuk ekspansi bisnis
dan  menciptakan value creation
perbaikan struktur permodalan dan
peningkatan kapasitas produksi (Toto
Pranoto, 2017).
c.  Faktor Teknologi
Dengan adanya pembentukan
holding company industri pertahanan di
Indonesia, setiap BUMN yang tergabung
dalam holding akan saling melaksanakan
joint production teknologi antar industri,
hal ini tentunya akan memberikan suatu
percepatan dalam pembentukan
alpahankam atau alutsista di Indonesia.
Adanya pengggabungan suatu
perusahaan akan diperoleh kepastian
mengenai daerah pemasaran, sumber
bahan baku atau penghematan biaya
melalu penggunaan fasilitas dan sarana
yang ekonomis serta efisien (Hadori
Yunus, 1990). Adanya fungsi pada

pembentukan konsep holding company

mempunyai tujuan yang strategis dalam
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perusahaan, tujuan tersebut berguna
untuk meningkatkan proses
perencanaan, pengkoordinasian,
pengendalian, pengkonsolidasian dan
pengembangan yang dilakukan oleh
perusahaan induk dalam memberikan
optimalisasi kinerja perusahaan secara
keseluruhan. Selain itu tujuan adanya
konsep holding ini akan memberikan
perkembangan dalam industri pada
bidang sistem pengawasan,
pengkoordinasian dan pengendalian
kegiatan usaha anak perusahaan (Ary
August, 1992). Tentunya hal ini akan
memberikan suatu bentuk dukungan
untuk kegiatan operasional TNI di
Indonesia.

Awalnya nama dari holding
company ini adalah NDHI (National
Defence And Hitech Indrustries) yang
terbagi menjadi 2 kelompok ruang, yaitu
pertama kelompok ship building and
heavy industri yang di dalamnya terdapat
beberapa industri antara lain PT PAL
(Persero), PT Dok Kodja Bahari (Persero),
PT Dok dan Perkapalan Surabaya
(Persero), PT Industri Kapal Indonesia
(Persero), PT Barata Indonesia (Persero)
dan PT Boma Bisma Indra (Persero).
Sedangkan untuk kelompok kedua masuk

kedalam industri Defence and Aerospace

yang didalamnya terdapat PT Pindad

(Persero), PT Dirgantara Indonesia
(Persero), PT Dahana (Persero), PT LEN
Indonesia (Persero), PT INTI (Persero)
dan PT INUKI (Persero). Setelah nama
NDHI tidak bertahan lama barulah
menjadi Defence Industry Indonesia yang
saat ini masih di gagas oleh beberapa
industri pertahanan yang tergabung di

bawah naungan menteri BUMN.
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Gambar 2 : Struktur Holding Company BUMN
Industri Pertahanan di Indonesia
Sumber : PT LEN (2020)

Pada tahap pelaksanaan sistem
pertahanan negara saat ini menteri
pertahanan telah mengeluarkan
kebijakan  salah  satunya  adalah
melakukan pengadaan alutsista secara
besar — besaran baik untuk TNI AD, TNI AL
dan TNI AU tentunya hal ini akan
memberikan suatu dukungan yang
intensif dan  berkelanjutan  demi
menunjang kinerja prajurit TNl dalam
menjaga kedaulatan NKRI serta sebagai
bentuk perwujudan dari pelaksanaan
MEF pada RPJMN tahap ke 4. Menurut
peneliti dengan adanya pengadaan

sistem kebijakan pertahanan yang telah
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dilakukan oleh menteri pertahanan dalam
melakukan pengadaan alutsista maupun
alpahankam secara besar — besaran akan
memberikan dampak yang positif bagi
kedaulatan negara dalam hal penjagaan
dan keamanan kedaulatan wilayah NKRI.
Akan tetapi jika pengadaan alusista dari
luar negeri terus menerus dilakukan oleh
Indonesia diatas ambang batas,
dikhawatirkan justru akan memberikan
ancaman nyata maupun tidak nyata

kepada NKRI.
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KOMPONEN
‘CADANGAN
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Gambar 3 : Komponen Pertahanan Militer
Sumber : Diskusi Kelas Besar Pada Matrikulasi
Pada Tanggal 30 Agustus 2019

Pada pelaksanaan sistem
pertahanan dalam melakukan pengadaan
alutsista maupun alpahankam secara
besar-  besaran  tidak  menuntut
komponen utama dalam melakukan
pekerjaan ini, akan tetapi terdapat
komponen cadangan dan komponen
pendukung yang telah diberi wewenang
dalam mengelolanya, karena para pelaku

subyek industri pertahanan bukanlah

hanya mereka yang menduduki sebagai

komponen utama saja, akan tetapi
terdapat komponen cadangan dan
komponen pendukung yang akan
mendukung kinerja dari komponen
utama.

Maka  untuk  memandirikan  dan
memperkuat industri pertahanan di
Indonesia sangat tepat sekali
pembentukan holding company industri
pertahanan sebagai solusi atas gagasan
yang telah dibuat oleh menteri BUMN
selaku shareholders. Selain itu menurut
peneliti beberapa kebijakan terkait
dengan sistem pertahanan khususnya
pengadaan  alutsista yang  telah
dikeluarkan oleh menteri pertahanan,
sudah memberikan dukungan positif bagi
militer Indonesia  untuk menjalankan
tugas yang diembannya. Adapun
beberapa pengadaan alutsista yang telah

diwujudkan oleh menteri pertahanan,

antara lain :

‘Ea.rhbar 4 : KRI Posepa & Escolar
Sumber : PT PAL (2020)
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Gambar 5 : Kapal Selam Alugoro
Sumber : PT PAL (2019)

Gambar 6 : Pesawat MV — 22 Ospre
Sumber : PT DI (2020)

Gambar 7 : Medium Tank
Sumber : PT Pindad (2019)

Adapun menurut peneliti manfaat dari
adanya holding company industri
pertahanan hasil penelitian dilapangan
antara lain :

a. Untuk  memandirikan  industri
pertahanan dan Dapat memberikan
manfaat secara optimal terhadap
lokasi sumber daya alam maupun
manusia yang dimiliki

b.  Pada faktor konsumen atas temuan
dilapangan terkait dengan alasan

pembentukan holding company,

maka adanya holding company
akan dapat dilakukan kerjasama
dalam

melengkapi pembuatan produk
alutsista maupun alpahankam di
lingkup  industri  pertahanan,
sehingga hal ini dapat mengurangi
ketergantungan Indonesia dengan
negara lain  dalam  bentuk
pengadaan barang alpahankam dan
alutsista. Mengingat alphankam
dan alutsista adalah hal yang sangat
krusial kerahasiaanya, apa bila
Indonesia terus  menerus
bergantung dengan negara lain
akan dipastikan kerahasiaan
Indonesia  diketahui oleh musuh
dan mendatangkan ancaman yang
berbahaya bagi kedaulatan negara
Dapat memanfaatkan potensi dan
kreatifitas anak bangsa dengan
menggabungkan beberapa
perusahaan industri pertahanan di
Indonesia untuk  bergabung
menjadi satu kesatuan dalam
memproduksi alutsista TNI
Memberikan  keuntungan  bagi
Indonesia dalam hal legalitas atas
kepemilikan alutsista dan
alphankam  seutuhnya terkait
dengan HAKI, karena adanya

pemberian HAKI alutsista maupun
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alphankam atas nama Defend Id
maka Indonesia tidak akan
mengalami kerugian secara materi
maupun inovasi.

Memperbesar pendapatan BUMN
karena kegiatan investasi hanya
dilakukan di lingkup industri holding
pertahanan sehingga dari segi
finasial, perusahaan holding akan
mampu memilih yang terbaik
terhadap perusahaan yang akan
berholding demi efektivitas
investasi yang ditanam oleh
pemiliknya

Mampu memberikan manajemen
dan perencanaan yang lebih baik
Pembentukan holding company
juga memberikan manfaat secara
non finansial, antara lain dapat
membangun, mengendalikan,
mengelola, = mengkonsolidasikan
serta mengkoordinasikan aktivitas
dalam sebuah lingkungan
multibisnis secara efektif dan efisien
Terdapat suatu jaminan untuk
memberikan dorongan fasilitas
yang lebih baik kepada perusahaan
induk dan anak perusahaan serta
afiliasinya  guna  meningkatkan
kinerja perusahaan yang berholding
Adanya pembentukan Defend Id ini

harapannya masalah yang ada

dalam setiap industri dapat teratasi
dengan baik seperti contoh
memperbaiki masalah  korupsi,
anggaran modal usaha,
kesejahteraan dan pemenuhan
bahan baku serta kesejahteraan
dalam pemberdayaan sumber daya
manusia sebagai penilaian terhadap
talenta perusahaan demi
menjadikan BUMN yang kuat untuk
mendukung pertahanan negara dan
perekonomian nasional
Memperkecil peran korupsi yang
dilakukan oleh penguasa.

industri, seperti halnya pada kasus
yang dilakukan oleh direktur PT KS
yang telah melakukan korupsi
beberapa triliun rupiah dengan
membawah dampak pada
penjualan baja yang cukup mahal
dan berpotensi akan memperlemah
pendapatan  industri, sehingga
dengan adanya holding ini mampu
memberikan penataan struktural
terhadap pengggabungan industri
pertahanan yang dapat terawasi
oleh induk perusahaan
Memberikan efek efisiensi terhadap
anggaran modal usaha pada setiap
industri pertahanan dalam
melakukan atau membuat suatu

produk, karena dengan adanya
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pembentukan holding company
yang dilakukan oleh industri
pertahanan akan  memberikan
dampak terhadap kepemilikan
modal atau saham pada setiap
masing -  masing  industri
pertahahnan sehingga akan
meminimalisir pengeluaran

penggunaan anggaran modal usaha
n. Dalam hal pembentukan holding

company tidak luput dari kegiatan

joint  production yang akan
memberikan pemenuhan bahan
baku pada proses kerjasama antar
industri holding, hal ini ada kaitanya
dalam pengeluaran pembelanjaan
modal negara terhadap pembelian
bahan baku pembuatan alutsista
maupun  alpahankam,  karena
dengan adanya joint production
tersebut  akan meminimalisir

penggunaan bahan baku produksi.

Sehinga dengan adanya manfaat
pembentukan holding company menurut
peneliti, harapannya keputusan
pembuatan holding ini dapat membawah
suatu perubahan dalam memperbaiki
keadaan pada masing — masing internal
industri pertahanan yang tergabung

dalam holding company.

Kesimpulan

Sistem pertahanan negara di
Indonesia saat ini mengeluarkan
kebijakan untuk melakukan pengadaan
alutsista maupun alpahankam secara
besar — besaran yang dikeluarkan oleh
menteri pertahanan untuk mendukung
kinerja dari ketiga matra (AD, AL dan AU),
kegiatan pengadaan alutsista dan
alpahankam tersebut tidak terlepas dari
program RPJMN tahap ke empat di tahun
2020 sampai tahun 2024 dan tentunya
dalam pengadaan barang, komponen
utama dibantu oleh komponen cadangan
dan komponen pendukung dalam
membentuk sebuah holding company
industri pertahanan dengan harapan
dapat mempercepat mendukung
kesiapan operasional TNI dalam menjaga
kedaulatan NKRI, hal ini dikarenakan
operasional dukungan TNI tidak lepas dari
alutsista.

Maupun alpahankam yang
diproduksi oleh industri pertahanan di
Indonesia . Kebijakan dalam melakukan
pengadaan alutsista maupun alpahankam
memberikan suatu tujuan, salah satunya
dapat menciptakan suatu kemandirian
pada industri pertahanan agar bisa masuk
kedalam top 50 industri pertahanan
global dengan cara membentuk holding

industri pertahanan yang terdiri dari PT
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PAL, PT DI, PT Pindad, PT Dahana dan PT

LEN, gagasan pembentukan holding

company industri pertahanan yang dibuat

oleh menteri BUMN tentunya disambut
hangat oleh industri pertahanan yang

tergabung dalam Defend Id.

Pada kegiatan holding company
industri pertahanan, ditemukan hasil
penelitian di lapangan bahwa terdapat
suatu kendala dalam mengelolanya
antara lain :

a. Belum adanya proses mekanisme
sistem pelaporan terkait dengan
teknologi yang nantinya akan
membackup seluruh pelaporan

b.  Sulitnya upaya untuk menyatukan
atau memberikan budaya baru
kepada masing - masing SDM
industri pertahanan yang tergabung
dalam holding company

¢.  Adanya ketimpangan dari Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dengan Undang
- Undang Nomor 16 Tahun 2012
tentang industri pertahanan yang
akan merugikan industri

pertahanan sebagai lead integrator

industri pertahanan di Indonesia
dan keempat belum diberlakukan
sebuah aturan terkait dengan

pembagian kepemilikan saham.

Latar belakang  pembentukan

holding  company pada indsutri
pertahanan bukan tanpa alasan. Alasan
pembentukan  tersebut dikarenakan
terdapat suatu permasalahan pada tiap -
tiap industri pertahanan, adapun faktor
permasalahan meliputi faktor ekonomi,
teknologi dan hukum.

Sehinggga dengan adanya
pembentukan holding company industri
pertahanan diharapkan dapat
memberikan suatu solusi bagi faktor
permasalahan di tiap - tiap industri
pertahanan di Indonesia . Adapun solusi
atas manfaatnya dibentuknya holding
company industri pertahanan pada faktor
ekonomi adalah dapat memperkuat
ketahanan  ekonomi  dan  dapat
mendorong investasi yang lebih besar
dalam  industri  pertahanan  yang
tergabung dalam holding company
sehingga dari segi finansial dan SDM akan
menjadi lebih mampu melakukan promosi
prototipe yang beragam dari buah hasil
karya inovasinya. Selain itu solusi atas
manfaat dibentuknya holding company
industri  pertahahan  pada  faktor
teknologi adalah dapat melakukan joint
production yang akan memberikan
pemenuhan kebutuhan bahan baku
produksi pada tiap - tiap industri

pertahanan yang berholding, sehingga
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hal ini akan memberikan suatu dorongan
terhadap industri holding untuk dapat
melakukan pengadaan teknologi yang
canggih  dalam  melakukan  suatu

pemenuhan alutsista maupun
alpahankam oleh TNI. Solusi terakhir atas
manfaat dibentuknya holding company
industri pertahanan pada faktor hukum
adalah dapat mendorong reformasi atau
mobilitas para birokrasi terkait dalam
mengatasi masalah tindakan
inkonstitusional para pengelola industri
pertahanan khususnya permasalahan

korupsi.
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